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Hal : Pemberlakuan UMP Tahur 2024 Bagi
Kabupaten Lombok Barat

Yth. Bupati Lombok Barat
di-

Gerung

B b mi I la h i ft a h ma n ifta h irn
A ss a I a m u' a I o i k u rn lla ra h matulla hi lla barakaat uh

Berdasarkan Pasal 88C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan

Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Z Ta\vt 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, be$ama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
( I ) Gubemur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
(2) Gubemur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota.
(3) Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam hal hasil p€rhitungan upah minimum kabupaten/kota lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 5l Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peratuan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan

sebagai berikut:
(l) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum

provinsi.

(2) Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal hasil perhihmgan upah minimum kabupatenikota lebih
tinggi dari upah minimum provinsi.

Sehubungan dengan hal te$ebut di atas maka bagi Kabupaten Lombok Barat yang
besaran nilai upah minimumnya tidak lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi agar
memberlakukan upah minimum provinsi (JMP) pada tahun 2024.



Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih,

Was s qlarnu' a lai kurn Wara hmat ulla hi Wabatokaaluh.

Tembusar Disamoaikan Kepada Yth.:

I . Mented Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jaka a
2. Mented Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

3. Ketua Dewan Pengupahan Provirsi Nusa Tenggara Barat di Matamm

4. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan kabupaten/kota di tempat

5. Ketua Dewan Pengupahan kabupaten&ota di tempat
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